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Dasar Hukum Data dan Informasi Pembangunan

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi
Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah \WAJIB menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan
daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi

3. Permendagri No 86 Tahun 2017

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data daninformasi yang dikelola dalam Sistem
Informasi Pembangunan Daerah.

4. Permendagri No 70 Tahun 2019

(1) Pemerintah Daerah WAJIB menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
a. Informasi Pembangunan Daerah; dan b. Informasi Keuangan Daerah;
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.



Dasar Hukum Satu Data
1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang
dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

2. Peraturan Bupati No 41 Tahun 2021

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus adalah untuk mewujudkan satu basis data
pembangungan yang terpusat dan integrasi, menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual,
bermutu dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan, dan mendukung SDI

3. SK Bupati Kudus Nomor : 050/136/2022

Waadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/ atau Organisasi Instansi Vertikal untuk
penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus



| Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014
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I PERAN DATA DALAM SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Evaluasi Pelaksanaan
Rencana

Pengendalian
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan berawal dari data dan menghasilkan data
Sumber : UU No 25 Tahun 2004




I KEBUTUHAN DATA DALAM TAHAPAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN

a. Penyiapan data;

b. Pengolahan data;

c. Penyusunan analisis dan
evaluasi pembangunan.

-) Januari ) Februari ) Dan Seterusnya

|

—— ——
BAPREDA BAPPEDA
a. Penyusunan analisis dan a. Konsultasi Publik
evaluasi pembangunan; Rancangan Awal RKPD;
b. Penyampaian hasil b. Penyempurnaan
analisis dan evaluasi Rancangan Awal RKPD.
pembangunan;

c. Penyusunan draft
Rancangan Awal RKPD.

Sumber:Permendagri86Tahun2017
|



I TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Sistem MENGHASILKAN DATA 8. o A
INFORMASI Berkualitas
Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
@ SistemMEVBUTUHKANDATAG
A INFORMASI Berkualitas




PERMASALAHAN PENYEDIAAN DATA BERKUALITAS

PERPRES 39 TAHUN 2019
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DIPERLUKAN TATA KELOLA DATA YANG BAIK



I Peran Bappeda Pada Satu Data Kabupaten Kudus
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Koordinator Pembina Data Walidata Daerah Walidata Pendukung Produsen Data

(Bappeda) 1. BPS (Statistik) (Dinas Kominfo) (Sekretaris setiap PD) (Kepala setiap PD)
2. Dinas PUPR (Geospasial)




SK Bupati Kudus Nomor : 050/136/2022

Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus

SUSUNAN FORUM

| NO | JABATAN KEDUDUKAN DALAM FORUM KETERANGAN

P Bupati Pengarah
I Sekretaris Daerah Pembina
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Ketua Koordinator forum
Penelitian dan Pengembangan Daerah merangkap sebagai pembina
data dan produsen data
Kepala Badan Pusat Statistik Wakil Ketua | merangkap pembina data
statistik
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wakil Ketua Il merangkap pembina data
geospasial
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Sekretaris merangkap sebagai walidata
Penelitian dan Pengembangan Daerah pendukung
7 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota Walidata merangkap sebagai
produsen data
Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Anggota merangkap sebagai
Pemerintah Kabupaten Kudus produsen data
Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kudus Anggota merangkap sebagai
produsen data
Sekretaris / Pejabat Administrator yang membidangi Anggota merangkap sebagai walidata
kesekretariatan pada Perangkat Daerah pendukung




| SK Bupati Kudus Nomor : 050/136/2022

Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus

SUSUNAN SEKRETARIAT
JABATAN KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT KETERANGAN
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala
Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Anggota

Pembangunan pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Anggota
Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Anggota
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah

Subkoordinator pada Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Anggota 4 (empat) orang yang
Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan ditunjuk
Pengembangan Daerah



I KEBUTUHAN DATA PERENCANAAN, DIAMANATKAN OLEH

PMDN 86 Th 2017

TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUAS|I PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PMDN 18 Tahun 2020

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH




| PMDN 86 Tahun 2017

TATA CARA PENGOLAHAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jenis informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh
melalui:

- DATA PRIMER yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta
kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah.

- DATA SEKUNDER yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun
daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten
dibidangnya.



| Muatan Data dan Informasi (PMDN 86 Th 2017)

ASPEK GEOGRAFI DAN ASPEK PELAYANAN UMUM ASPEK DAYA SAING
DEMOGRAFI DAERAH

Luas dan batas wilayah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Fokus Kemampuan Ekonomi
administrasi Daerah
Letak dan kondisi geografis Urusan Wajib Bukan Pelayanan Fokus Fasilitas

Dasar Wilayah/Infrastruktur
Topografi Urusan Pilihan Fokus Iklim Berinvestasi
Geologi Fungsi Pendukung Fokus Sumber Daya Manusia

Hidrologi dan Klimatologi Fungsi Penunjang



| Identifikasi Permasalahan Pembangunan

® HARUS ditunjukkan dengan DATA yang MENYATAKAN adanya PENINGKATAN /
PENURUNAN, sehingga ditemukan intervensi yang perlu diupayakan.

« Data « Data « Data
* permasalahan * permasalahan * permasalahan

- - -

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SINKRON DENGAN DATA DAN PERMASALAHAN




I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

——

MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN WAJIB DIAKOMODIR
' DALAM DOKUMEN
Memuat PERENCANAAN
: INDIKATOR 2
PEKERJAAN UMUM x
PERUMAHAN PERMUKIMAN

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SANKSI MENUNGGU




SPM dalam DOKUMEN RKPD TAHUN 2023

Tabel 2.25
Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan

Jenis . .
No Pelayanan Indikator Pencapaian Target Capaian)| Batas “.Taktu Reahs.as:
Dasar Capaian Capaian
1. Pendidikan Jumlah Warga Negara 7- 15 100 %6 1 Tahun 104,06 %
Dasar Tahun yang berpartisipasi (84.533) (B7.966)
dalam Pendidikan Dasar
(SD/MI, SMP/MTs)
2. Pendidilkkan Jumlah Warga Negara Usia 7- 100 %% 1 Tahun 66,7 %
Kesetaraan 18 Tahun yvang belum (2.200) (1.46
menyelesailkkan pendidikan
dasar dan/atau menengah
vang berpatisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
3. Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 5 100 %% 1 Tahun 67.8 %
Anak Usia Dini | — 6 Tahun vang bepartisipasi (4442) (200)
dalam pendidikan PAUD
Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

Dokumen LPPD Kabupaten Kudus, 2022

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian standar
pelavanan minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2021 vang direncanakan
dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayvanan dasar pendidikan vaitu
Pendidikan Dasar terdiri dari 3.904 personil; Pendidikan Anak Usia Dini terdiri
dari 715 personil; dan Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 322 personil.



PMDN NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD,
pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk
mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan
tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.



IKK dalam DOKUMEN RKPD TAHUN 2023

Elemen Data dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Outcome Bidang Ketentraman dan

Tabel 2.39

Ketertiban Tahun 2021

NO Data LPPD
IKK ITKK Outcome RUMUS SATUAN Elemen Capaian
data Kinerja
Persentase Jumlah pengaduan yvang o so4 S0 04
32 gangpuan diselesailkan i o
Trantibum vyang Jumlah pengaduan 9949
dapat diselesaikan pelanggaran vang masulc
Persentase Perda Jumlah Perda/Perkada wyang
dan Perkada wvang memuat sanksi vang Yo 2595 100,00
33 ditegaklan ditegalklkan
Jumlah keseluruhan Perda dan s5a5
Perkada vang memuat sanksi 3
34 Jumlah warga
negara yang
memperoleh Orang 126.828 126.8°5
layanan informasi ) ’
rawan bencana
Jumlah warga
negara yang
memperoleh
S5 layanan Orang 137.828 137.828
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
Jumlah warga
negara yang
memperoleh
36 layanan Orang S _
penyelamatan dan 56.048 36.048
evalkuasi korban
bencana
Jumlah layanan
pemadaman ., penvelamatan
dan evalkuasi korban
terdampals kebakaran di
kabupaten kota dalam tinglkat
walctu tanggap oleh Dinas




SULIT MENENTUKAN INDIKATOR ???

CARI DISINI

Perka BPS No 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data
Statistik Tahun 2020.

Basis data yang berisi kumpulan standar data statistic lintas instansi yang menjadi
rujukan dalam penyelenggaraan statistik.

Memuat antara lain : /|\

KONSEP = ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut _%é v
diproduksi —

DEFINISI =» penjelasan tentang Data yang memberi batas atau
membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu
dengan Data yang lain.




MASTER FILE STANDAR DATA STATISTIK TAHUN 2020

No ID Konsep |Indikator|No. Indikator| Judul Indikator Konsep Definisi Nama Klasifikasi Klasifikasi Ukuran | Satuan
1 |3D00001.00.01 [ndikator | 3.3.1 Angka infeksi baru | Acguired Suatu kumpulan gejala berkurangnya Klasifilkasi 1. Infeksi Primer Humlah Orang
SDGs HIV per 1000 Immuno kemampuan pertahanan diri yang Stadium klinis HIV
populasi tidak Deficiency disebabkan oleh masuknya virus HIV Acquired 2. Stadium I
terinfeksi HIV. Syndrome dalam tubuh seseorang. Immuno 3. Stadium II
(AIDS) Deficiency 4, Stadium III
Syndrome 5. Stadium IV
(AIDS)/HIV
menurut WHO
2 |SD00001.00.01 [Indikator | 3.3.1.(a) Prevalensi HIV Acquired Suatu kumpulan gejala berkurangnya Klasifikasi 1. Infeksi Primer Humlah Orang
SDGs pada populasi Immuno kemampuan pertahanan diri yang Stadium klinis HIV
dewasa. Deficiency disebabkan oleh masuknya virus HIV Acquired 2. Stadium I
Syndrome dalam tubuh seseorang. Immuno 3. Stadium II
(AIDS) Deficiency 4. Stadium III
Syndrome 5. Stadium IV
(AIDS)/HIV
menurut WHO
3 [SD00001.00.02 [ndikator | 3.3.1 Angka infeksi baru | Acquired Suatu kumpulan gejala berkurangnya Klasifikasi 1. Kategori A Humlah Orang
SDGs HIV per 1000 Immuno kemampuan pertahanan diri yang Stadium klinis 2. Kategori B
populasi tidak Deficiency disebabkan oleh masuknya virus HIV Acquired 3. Kategori C
terinfeksi HIV. Syndrome dalam tubuh seseorang. Immuno
(AIDS) Deficiency
Syndrome
(AIDS)/HIV
menurut CDC
4 |SD00001.00.02 [ndikator | 3.3.1.(a) Prevalensi HIV Acguired Suatu kumpulan gejala berkurangnya Klasifikasi 1. Kategori A Humlah Orang
SDGs pada populasi Immuno kemampuan pertahanan diri yang Stadium klinis 2. Kategori B




BIDANG

NO' | yRUSAN/INDIKATOR RUMUS
15, Tinglat plmisipasi Jumlah penduduk Angkatan Ker_lia <100% P M D N 86 rh
angkatan kerja Jumlah pendudul usia kerja (15-64 Tahun)
19 Tingkat pengangguran Jumlah pengangaur terbuke usia angkatan kmjaxlooc};} 201 7
° | terbuka Jumlah penduduk angkatan kerja
20. H““‘“_pm”i”d"‘k YAIE | Rasio penduduk yang belkerja= Feadudul yang bekeriag | 0%
bekerja T Angkatan kera
n Laju pertumbuh‘an Produk Domestik Druto «100%
"7 | PDD per tenaga kerja Jumlah tenaga kenja
Rasio kesempatan
e kerja te.rhadap Kesempalan kerja *100%
penduduk usia 15 Jumlah penduduk usia 15 lahun keatas +
tahun ke atas No ID Konsep Indikator[No_ Indikator | Judul Indikator Konsep Definisi Nama Klasifikasi Klasifikasi Ukuran [ Satuan
Proporsi tenaga kerje | 3 et
23 :‘f::.g be:iz:ﬂ._}:\ s;iﬁ; Tr:nzzlkgfgegzr;feggzﬁ:lzr;;r;dln 123 [SD00052.00.00 [Indikator | 3.7.1.7a) Angka prevalensi Angka Perbandingan antara Pasangan Usia Subur | Klasifikasi Klasifikasi Persentase [Persen
| et ﬁr;R ! terhadap Tatal kesempatan kera *100% sDGs penggunaan prevalensi | [PUS) yang menjadi peserta KB aktif Angka prevalensi | berdasarkan
total kesempatan kerja metode penggunaan | (peserta KB yang saat ini menggunakan penggunaan analisis atau
- kontrasepsi [CPR] | metode salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah | metode sesuai kebutuhan
24, | g Pro oo Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahteral semua cara pada. | kontasepsi | slurub PUS pada periode yang sema, | kontasepsi
Sejahtera I jumlah keluarga Pasangan Usia (CPR) semua | dinyatakan dalam satuan persen (%] (CPR) semua
Subur (PUS) usia | cara pada cara pada
~ Total dart Nilai Persensi Per Utisur Nikat 15-49 tahun yang | Pasangan Pasangan Usia
berstatus kawin. | Usia Subur Subur (PUS]
(PUS) usia usia 15-49
15-49 tahun tahun yang
yang berstatus kawin
berstatus
kawin
Perka 126 Th 124 [SD00053 00 00 [mdikator | 9.2.17 Propors: milai Angka-angka | Ukuran-ukuran indikator ekonom: dimana | Klasiikast Klasifikas Jumlah, |[Rupiahp
SDGs tambah selktor perkapita | membagi indikator dengan jumlah Aangka-angka per | berdasarkan persentase frsen
2020 industri populasi. kapita analisis atau
manufaktur sesuai kebutuhan
terhadap PDB dan
per kapita
125 [SD00054.00 00 [mdikator | 8.5 2% Tingkat Angkatan Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih] | Klasiikast Menurut lokast _ pumlah,  [Orang
SDGs pengangsuran Kertja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun | Angkatan Kerja | 1. Perkotaan [persentase [persen
terbulka sementara tidak bekerja dan 2. Perdesaan

berdasarkan jenis
kelamin dan

kelompolc umur.

penggangguran.

Menurut tinglkat
pendidilcan yang
ditamatkan:

1. Tidak Pernah
Sekolah

2. Tidak tamat SD
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IPM KUDUS DIBANDING NASIONAL DAN

JAWA TENGAH

76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00
69,00
68,00

Indonesia
OJawa Tengah
Kudus

2017
70,81
70,52
73,84

73,84

2018
71,39
71,12
74,58

74,58

IPM

2019
71,92
71,73
74,94

74,94

2020
71,94
71,87
75,00

75,00

2021

72,29
72,16
75,16

75,16
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